"y

v
i

W Eie A

Pkt

L,

i
|
I
! '
i
I
|
1
!

RENCANA KERJA

| ;
BADAN PENGELOLA KEUANGAN
DAN ASET DAERAH
KABUPA’jleN LUWU UTARA




¥
gl

4.

e

[}

U,

1lm ‘

[P——

BUPATI LUWU UTARA
PROVINSI SULAWESI SELATAN

PERATURAN BUPATI LUWU UTARA
NOMOR 37 TAHUN 2018

| TENTANG .

PENETAPAN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH

LINGKUP PEMERINTAH I;{ABUPATEN LUWU UTARA TAHUN 2019

Menimbang :

Mengingat

- Perangkat: Daera

'+ Indonesia Nomor, 3826);

DENGAN RAHI\;JIAT TUHAN YANG MAHA-ESA

' BUPATI LUWU UTARA, . -
bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 142 ayar )

Peraturan Menteri. Dalam Negeri Nomor 86. Tahun 2017

tentang tata card perencanaan, pengendalian dan evaluasi
pembangunan| dacrah, “tata cara evaliasi rancangan
peraturan daerahi tentang RPJPD, RPIMD, serta tata cara
perubahan RPYPD, RPJMD dan RKPD perhi inenetapkan

Peratufan Bupati. tentang *Penetapan Rencapa Kerja

> tah=Lingkup Pemerintah Kabupatén -Luwu
Utara Tahun'2019;%<. " |~ .. 0 L :

1. Undang-Undang: Nonior.--13. Tahun:.1999 . tentang
Pembcntukcim upaten Daerah -Tingkat .II.. Luwu
Utari: '(I.;emlb"amm}'-Négara Republik Indcnesia Tahun
1999 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik

- 2. Undang-Undang Nomior 25 Tahun: 2004 tentang Sistem

. Negara RepublikIndonesia. Tahun. 2004 Nomor. 104,
- Tambahan 1 Lembaran.  Negara Republik Indonesia
Nomor 4421); . . - :

3. -Undan‘g—Unc}lang_. -Nomter: “23. Tahun 2014 tentang
_ P'emerintahajn Daerali ‘(Lembaran Negara - Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan
Lerhbaran Negara Republik Inidonesia Nomor 5587)
sebagaimana telah adiubah ‘beberapa’ Kali terakhi
dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang
Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23
Tahu 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran
Negara Republik' Indonesia Tahun 2015 Nomor 58,
Tambahan [Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomeor 5679); :
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Peraturaril Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017
tentang tata cara perencanaan, pengendalian dan
evaluasi |pembangunan daerah, tata cara evaluasij
rancangan peraturan daerah tentang RPJPD, RPJMD,
serta tata cara perubahan RPJPD, RPJMD dan RKPD,
{Berita, Négara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor
86); !

|
Peraturad Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2017
tentang Pedoman Penyusunan, Pengendalian dan
Evaluasi lﬁcncana Kerja Pembangunan Daerah Tahun

2018 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017
Nomor 518};

Peraturan, Daerah Provinsi Sulawesi selatan Nomor 10
Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka
Panjang Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun
2008-2028 (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi
Selatan Tahun 2008 Nomor 10, Tambahan Lembaran
Daerah kabupaten Luwn Utara Nomor 243);

Peraturan !Dae_rah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 10
Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka
Me_nengahl Dacrah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun
2013-2018 (Lembaran Daeral: Provinsi . Sulawesi
Selatan Tahun 2013 Nomor 10};

Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 2

Tahun 2011 tentang. Réncdria. Tata Ruang Wilayah -
(RTRW) Kabupaten ‘Euwu Utara Tahun 2011-201
(Lembaran |Daeraki Kabtipaten Luwu Utara Tahun 201 1
Nomor 2, | Tambahan Lembaran Daerah kabupaten

Luwu Utara Nomor 213); .
Peraturan [Daerah Kabupaten' Luwu Utara Nomor 5

*“Tahun. 2011 tentang Rencana Pémbangunan Jangka

Panjang Déérah (RPJPD) Kabupaten Luwu Utara

‘Tahun 2010-2025 {Lembaran Daerah Kabupaten Luwu

Utara TahUn 2011 Nomor 5, Taribahan Lembaran
Dacrah kab;qpa;en Luw Utara Nomor 215); ‘

10. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu -_U_fara Nomor 12

11

Tahun 20 1!7 tentang tentang ‘Anggaran pendapatan

dan Belanja Dearah Kabupatén Luwu Utara Tahun
Anggaran |2018, Tambahan - (Lembaran Daerah

- Kabupaten ILuwu Utara Tabun 2017 Nomor 14);
. Peraturan Bupati Luwu Utara Nomor 93 Tahun 2017

tentang Peniiabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja

Daerah Kab;upaten Luwu Utara tahun anggaran 2018
(Berita Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun 2017
Nomor 96); i
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MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENETAPAN RENCANA

KERJA PERAIN;IGKAT DAERAH KABUPATEN LUWU UTARA
TAHUN 2019.

Pasal 1
Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adal\lah Kabupaten Luwu Utara.
2. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selajutnya

disingkat PPRD adalah lembaga perwakilan rakyat
daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintah
daerah. '

3. Perangkat |Dacrah adalah unsur pembantu kepala
dacrah dan DPRD dalam - pehyelenggaraan wurusan
pemerintahan yang merijadi kewenangan daerah.

4. Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2019, yang
selanjutnya: disingkat RENJA Tahun 2019 adalah
dokumen iperéncanas perargkat daerah untuk
periode 1 (satu)-fahtin.. | -

5. Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat
Daerah yang selanjuthnya disingkat RKA SKPD adalah
doleimen .pérencanaan dan penganggaran yang berisi
rencan tan, rencana. belanja program dan

acrah. serta rencana pembiayaan

1sunai APBD

- Pasal'2

(1) Dengan P@?ratui-q_n_ Bupati ini ditetapkin Rencana
‘Kerja Perangkat Daerah Tahun 2019. :

(2): Rencana Xerja Perangkat Daerah Tahun 2019
sebagaimana “dimaksud pada ayat (1) berbentuk
dokumen. T '

Pasal 3

(1) Rencana Kéﬁa Perangkat Daerah Tahun .2019
dijadika_n sr:.bagai: o _ ]
a. acuan plenyusunan_‘Rencana Kerja dan anggaran
satuan kerja perangkat daerah; dan
b pedoman - dalam mengevaluasi pelaksanaan
program| dan kegiatan satuan kerja perangkat -
daerah. ' :

Pasal 4

(1) Perangkat Daerah membuat Laporan Kinerja Triwulan
dan Tahunan atas pelaksanaan Rencana Kerja dan
Anggaran y:ang berisi uraian tentang keluaran
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kegiatan dan indikator kenerja masing-masing
program.

(2) Laporan; kinerja triwulan sebagaimana dimalksud
pada ayat (1), disampaikan kepada Perangkat Daerah
yang membidangi perencanaan paling lama 14 (empat
belas) hari setelah triwulan berikutnya.

{3) Laporan kinerja triwulan menjadi masukan dan
bahan pertimbangan bagi analisis dan evaluasi
usulan anggaran tahun berikutnya yang diajukan
oleh Perangkat Daerah yang bersangkutan.

Pasal 5

Perangkat Daerah yang membidangi perencanaan
menelazh kesesuaian antara Rencana Kerja dan Anggaran
Perdngkat Daerah Tahun 2019 dan hasil pembahasan
bersaina DPRD. '

S ' "Pasal 6

Peraturan Bupati ini berlaku pada tangeal diundangkan. .

Agar setiap ' orang mengetahuinye, memerintahkan
pengundangan - Peraturan Bupat ini dengan
penempatannya- daldm - Berita Daerah Kabupaten Luwu
Utara.. . o T :

_— &Jm[)é’te‘tgpkan di Masamba
| g" ) pada tatibgal 25 Juli 2018

| W l,“

WLUWU UTARA,

s !

Ditidangkan di Masamba

A N

pada;\f@,{i;ggal 25 Juli 2018

S DAERAH KABUPATEN LUWU UTARA,

BERITA DAERAH KABUPATEN LUWU UTARA TAHUN 2018
NOMOR 4,



KATIA PENGANTAR

Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja SKPD) merupakan
acuan perencanaan kagiatan SKPDiseIama satu tahun dan merupakan penjabaran
tahunan dari RPJMD dan Renstr:a SKPD. Adapun penyusunan Renja SKPD
merupakan amanat dari Undang-L;mdang No. 25 Tahun 2004 tentang Sistem
Perencanaan Pembangunan Nasional, sedangkan aturan secara rinci berpedoman
pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017.

Tahun 2019 merupakan taht}n keempat perencanaan pembangunan daerah
atau tahap Keempat dari RPJMD ;2016 — 2021 Kabupaten Luwu Utara. Dalam
menyusun rencana kerja maka RPJMD Kabupaten dan Renstra SKPD Tahun 2016
— 2021 merupakan dokumen perencanaan yang sah untuk menjadi acuan.
Berdasarkan hal tersebut maka progi:'am dan kegiatan yang akan direncanakan pada
rancangan Renja Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Tahun 2019 adalah
program dan kegiatan yang akan dilaksanakan pada tahun 2019, pelaksanaan
program dan kegiatan tahunan yang idilaksanakan oleh SKPD sesuai keuangan dan
tupoksinya.

Renja Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerzh ini diharapkan dapat
benar-benar dapat menjadi acuan| daiam penyusunan program dan kegiatan,
indikator kinerja kegiatan, seria pagu! indikatif dan prakiraan maju kegiatan Bappeda
Kab. Luwu Utara Tahun 2019 mendatang.

1 Masamba, Juli 2018

KEPALA BPKAD
KABUPATEN LUWU UTARA

L4

»

Ir. BAHARUDDIN NURDIN, MM
Pangkat : Pembina Tk.I/IV b
NIP  : 19660824 200003 1 003

|
E
RENJA-Rencana Kerja BPKAD 2019 ' E
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I

Tabel23  Review Terhadap Rancar:\gan Awal RKPD Tahun 2019
I

Tabel3.2 Tujuan dan Sasaran Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah
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1 BAB |

PENDAHULUAN

- 1.1. Latar Belakang |

Rencana Kerja Baidan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah
Kabupaten Luwu Utara Tahun 2019mempunyai arti yang strategis dalam
mendukung Penyelenggara;an Pregram Pembangunan Tahunan Pemerintah
Daerah mengingat Renja: SKPD merupakan dokumen yang secara
substansial penerjemahan d:ari visi, misi dan program SKPD vang ditetapkan

dalam Renstra Instansi seéuai arahan operasional dalam Rencana Kerja

Pemerintah Daf-zrah (RKPD). Renja merupakan acuan SKPD untuk
"1 7 memasukkan pregram kegiatan kedalam KUA dan PPAS dan Perencanaan
Program kegiatan yang akan dilaksanakan dalam Renja dan Anggaran (RKA)
H Tahun 2019. Renja SKPD merupakan salah saty instrumen untuk evaluasi
f I _ pelzaksanaan program/kegiatan instansi untuk mengetahui sejauh mana

capaian kinerja yang tercantumsebagai wujud dari kinerja SKPD. Pada Tahun
,{ Jr 2019 ini merupakan tahun lanjutan perencanaan pembangunan daerah dari
RPJMD 2016 - 2021. Berdasarkan hal tersebut maka program dan kegiatan

yang akan direncanakan pada Renja BPKAD Tahun 2019 adalah program

dan kegiatan yang belum mencapai target dan belum dilaksanakan.
Mengamati pelaksanaan program dan kegiatan dar tzhun ke tahun,

t peningkatan kinerja dalam| mencapai tujuan dan sasaran yang telah

I

ditetapkan dalam Perencanaan Strategis telah berjalan sesuai dengan

RENJA-Rencana Kerja BPKAD 2019 57
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rencana kerja yang di tetapkan. Pada tahun 2019BPKAD akan
mengoptimalkan program idan kegiatan yang telah berjalan sehingga output
dan outcome dari kegiatan Etersebut dapat tercapai dengan baik.

Rencana Kerja sebaigai dokumen perencanaan satua.n kerja perangkat
daerah yang memuat kebij:akan dan program/kegiatan dalam satu tahun dan
sebagai acuan penyusunar% rencana kegiatan dan anggaran Badan Pengelola
Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun Anggaran 2019
dan untuk mereview hasil evaluasi pelaksanaan rencana kerja tahun lalu dan
perakiraan capaian tahun iberjalan. Melalui rencana kerja pula diharapkan
dapat memberikan kejelasaim dan manfaat bagi para pemangku kepentingan
dalam prosesPerencanaan gPembangunan Daerah.

Penyusunan Renceima Kerja Badan Pengelola Keuangan dan Aset
Daerah Kabupaten Luwu U:tara Tahun 2019, merupakan bentuk pelaksanaan
Undang-undang No.25 itahun 2004 tentang Sistem Perencanaan
Pembangunan Na'sionalj Undang-Undang ini secara substansi
mengamanatkan penyusuné}m Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah
(Renja SKPD) untuk peﬁiodetahunandan jugasebagai dasar penyusunan
Rencana Kerja Anggaran SKPD, serfa untuk mendukung suksesnya

pencapaian sasaran pembangunan daerah sebagaimana yang telah

ditetapkan dalam RPJMDKlabupaten Luwu Utara Tahun 2016-2021. Dalam

_..rangka melaksanakan tug;éas_., sesuai dengan fungsi_yang dimiliki Badan

i
Pengelola Keuangan dan{ Aset Daerah, maka disusunlah RenjaBadan

|
|
|

i

! [T

I
|
1
'

RENJA-Rencana Kerja BPKAD 2? 79
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Pengelola Keuangan dan 'Aset Daerahsebagai satu bagian yang utuh dari

manajemen kerja dilingkungan Pemerintah Kabupaten Luwu Utara.
1.2, Landasan Hukum |
Landasan hukum dailam penyusunan RenjaBadan Pengelola Keuangan
dan Aset Daerahdisusun atas dasar:

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1999 Tentang Pembentukan
Kabupaten Dati Il Luwu Utara (Lembaran Negara Republik indonesia
Tahun 1999 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 3826);

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 Tentang Penyelenggaraan
Negara Yang Bersih Dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi Dan Nepotisme
(Tambahan Lembaran N:egara Republik Indonesia Nomor 3851);

3. Undang-Undang Nomolr 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

4. Undang-Undang Nomo:r 1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan
KeuanganNe=gzara (rambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4355); ;

b

5. Undang-Undang Nomc;r 15 Tahun 2004 Tentang Pemeriksaan,
Pengelolaan dan Tangi;gung Jawab Keuangan Negara(Tambahan
Lembaran Negara Republlik Indonesia Nomor 4400);

6. Undang-Undang Nomor 125 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan

Pembangunan Nasional (SPPN}(Tambzhan Lembaran Negara Republik

|
RENJA-Rencana Kerja BPKAD 20119 E
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11.

12.

13.
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|
Indonesia Nomor 44215;
Undang-Undang No 5123 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah.
(Lembaran Negara Bepublik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
Undang-Undang Nomlor. 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan
Keuangan Antara Pemt:en'ntah Pusat Dan Pemerintah Daerah (Lembaran

Negara Republik Ind:onesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan

|
Lembaran Negara Repu;blik Indonesia Nomor 4438);

)

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan
Jangka Panjang Nasioqal Tahun 2005-2025;
Peraturan Pemerintah| Nomor 38 Tahun 2007 Tentang Pembagian

Urusan Pemeﬁntahaniantara Pemerintah Provinsi dan Pemerintah
Dzerah Kabupateanotia (Lembaran Negara Republik IndenesiaTahun
2005 Nomor 108; tambéhan Lembaran Negara Rl nomor 4548);
Peraturan Pemerintah iNomor 58 Tahun 2005 tentang Pengeiolaan
Keuangan Daerah (lemt;Jaran negara tahun 2005 Nomor 104, tambahan
lembaran negara Nomor 4578); |

Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 Tentang Pengelolaan
Barang Milik NegaralDFaerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2006 Nomor 2:0, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4609); | -

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tata Cara

Penyusunan, Pengendalian Dan FEvaluasi Pelaksanaan Rencana

RENJA-Rencana Kerja BPKAD 2019
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14.

16.

17.

18.

Pembangunan Daerah(T ambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4817)

Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 Tentang Akuntabilitas Kinerja
Instansi Pemerintah;

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2010 Tentang
Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Nasional Tahun 2010
—~2014

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2008 Tentang
Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana diubah dengan
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor £9 Tahun 2007;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 Tentang
Pelaksanaan Peraturarl1 Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang
Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi
Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;

Peraturan Daerah Kab:upaten Luwu Utara Nomor 5 Tahun 2010
Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang {RPJP) Daerah

Kabupaten Luwu Utara Tahun 2005-2025;

. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 06 Tahun 2011 Tentang

RPJMD Kabupaten Luwu Utara Tahun 2016 — 2021

. ‘PeraturanDaerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 10 Tahun 2008

Tentang Organisasi darf'n Tata Kerja Dinas Daei'ah. Kab. Luwu Utara;

(lembaran Daerah Nomor 10 tahun 2008);

RENJA-Rencana Kerja BPKAD 2019
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1.3.

21. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor12Tahun2017Tentang

Anggaran Pendapatan

Belanja Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun

Anggaran 2018(Lembaran Daerah Tahun 2017)

22. Peraturan Bupati Luwu Tjtara Nomor 93 Tahun 2018 Tentang Penjabaran

Anggaran Pendapatan c{an Belanja Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun

Anggaran 2018(Berita daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun 2018 Nomor

45)

23. Keputusan Bupati Luwu

Utara Nomor 25 Tahun 2019 tentang Rencana

Kerja Pembangunan Daerah Tahun 2019,

Maksud dan Tujuan

1.3.1. Maksud

Maksud dari penyusunan Rencana Kerja Badan Pengelola

Keuangan dan Aset

DaerahKabupaten Luwu Utara Tahun Anggaran

201Sadalah sebagai panduan dalam mengevaluasi pelaksanaan

programv/kegiatan tahun 2018, dan perencanaan program/kegiatan

yang akan dilaksanakan dalam Rencana Kerja dan Anggaran (RKA)

Badan Pengelola Kesuangan dan Aset Daerah Kabupaten Luwu Utara

Tahun 2019.

© 1.3.2. “Tujuan -

. ..Jujuan disusunnya Rencana Kerja SKPD adalah untuk

memasukkan program/kegiatan yang ada di Rencana Kerja ke dalam

RENJA-Rencana Kerja BPKAD 2019
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Kebijakan Umum Ahggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara(

KUA — PPAS ) Tahun 2019,
|

1.4. Sistematika Penulisan
I
Rencana Kerja Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten

Luwu Utara Tahun 2019 secara garis besar disusun dengan sistematika

sebagai berikut : .
|
BAB1 PENDAHULUAN
|

Latar belakang éenyusunan Renja

- Landasan hukun!1 penyusunan Renja,

Maksud dan tuju:an penyusunan Renjadan

Sistematika pem:uisandokumen Renja.
BAB i EVALUASIPELAKSANAAN RENJA BPKAD TAHUN LALU

- Memuat pe!aksainaan Renja SKPD tahun lalu

- Capaian Renstra; SKPD

- Analisis kinerja pielayanan SKPD

- Isu-isu penting pfenyelenggaraan tugas dan fungsi SKFD

- Review terhadap: rancangan awal RKPD seiia penelaahan usulan

program dan kegé:atan masyarakat, -
BAB Il TUJUAN, SASARA:N, PROGRAM DAN KEGIATAN '
- Bab ini telaahan l,terhadap kebijakan nasional, tujuan dan sasaran
Renja SKPD, sertia Program dan kegiatan.

|
|

]
i
‘
|

RENJA-Rencana Kerja BPKAD 2019 E
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BAB IV PENUTUP

Berisikan uraian penutup, berupa: catatan penting yang perlu

mendapat perhati}an, baik dalam rangka pelaksanaannya

maupunseandainyaj ketersediaan anggaran tidak sesuai dengan

kebutuhan, kaidah-Kaidah pelaksanaan serta rencana tindak lanjut
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BAB I
EVALUASI PELAKSANAAN RENJA BADAN PENGELOLA KEUANGAN
DAN ASEiT DAERAHTAHUN LALU

'
}

21 Evaluasi Pelaksanaan Renja BPKAD Tahun Lalu dan Capaian RENSTRA
BPKAD

Untuk Evaluasi pelaksanafan Renja BPKAD Tahun 2017 menggunakan
evaluasi DPA Tahun 2017.(i;apaian Kinerja Out Come (program) dan Out Put
(kegiatan) SKPD BPKAD K:husus Tahun 2017 sebesar 21,29% dan 77,89%
dengan kriteria tingkat cape%nian kinerja adalah SANGAT TINGGI, sementara
untuk capaian kinerja Out Come dan Out Put dari Tahun 2017 s/d 2018
SKPD BPKAD sebesar 100 % dan 82,34 % , untuk Tahun KE TIGA RPJMD
atau RENSTRA bagi SPKD dengan kriteria tingkat capaian kinerja 2016 —
2018 adalah SEDANG dan c{iari capaian tersebut 6 Program dan 30 kegiatan.
Evalvasi pelaksanaan Renjia dan capaian Renstra dapat dilihat pada tabel
2.1.

1
i
|
i
1
|
|
i
|

|
|
i
|
1
i
|
]
i
|
I
i
|
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1 Tabel 2.1

REKAPITULASI EVALUASI RENJA SKPD 2017 KABUPATEN LUWU UTARA
a DENGAN TARGET KINERJA 80 PERSEN (3 dari 5 tahun RENSTRA)

21,20 | 77,85 | SAN | TING 6 30 - 20 9 1 EANGAT TINGG!

BPKAD GAT Gl

i
| |
- 100 | 82,34 | REN ;
- DAH ’

i
1

; 2.2 ANALISIS KINERJA PELAYANAN BADAN PENGELOLA KEUANGAN
DAN ASET DAERAH

i Berisikan kajian terhad:ap capaian kinerja pelayanan Badan Pengelola
Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Luwu Utara berdasarkan indikator
L yang telah ditetapkan pada periode sebelumnya yang mengacu kepada
! uraian tugas pokok, fungsi ;dan struktur organisasi, pelaksanaan kapasitas
pelayanan Badan Pengelola Keuangan dan Aset DaerahKabupaten Luwu
A Utara. Pengelolaan keua:ngan daerah berbasis akrual berdasarkan
Permendagri No. 64 Tahun 2:013 telah diterapkan oleh pemerintah kabupaten

luwu utara dan telah berjala:n mulai pada tahun 2017. Keberhasilan Badan
i

l
|
|
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Pengelola Keuangan dan Aset Daerah dapat dilihat dari pencapaian indikator

dan yang telah ditetapkan.Hasil keberhasilan kinerja pelayanan Badan

T

Pengelola Keuangan dan Aset DaerahKabupaten Luwu Utara seperti pada

tabel 2.2
SASARAN STRATEGIS INDIKATOR KINERJA TARGET REALISASI | CAPAIAN
; RENSTRA 2017 KINERJA
2017 THN 2017
1. Terwujudnya Penatausahaan 1.1. i.aporan Realisasi 1 Dokumen 1 Dokumen 100 %
Dar Pengelolaan Dalam . Kegiatan SKPD
Pelaksanaan Anggaran Yang :
Tepat Waktu, Efektif Dan 1.2 Laporan Penerimaan 1 Dokumen 1 Dokumen 100 %
Akuntabel . dan Belanja
2, Terwujudnya aparat yang 21 Jumiah Aparat Yang
profesional, berkompeten dan Mengikuti Pelatihan 15 Orang 21 Orang 140 %
memiliki intregritas serta , dan Bersertifikasi
menggunriakan teknologi ,
informasi dalam proses ‘
penatausahaan dan pengelolaan .
RKeuangan dserah. |
|
2. TerwujudnyaAPBD yang 3.1 Dokumen APBD, Perda / Perbup Perda /
berkualitas, berorientasi publik, : Perbup
tepat waktu, berkelanjutan dan 3.2, Dokumen APBD
berkeadilan metalui koordinasi , diupload ke dalam 1 dokumen - Sementara
dengan SKPD-SKPD terkait. website Pemda Kab. Daiam
5 Luwu Utara r0ses
4. Terwujudnya pengelolaan | 4.1. Laporan inventarisasi 53 SKPD 53 SKPD 100%
barang milik daerah yang barang milik daerah.
transparan, dan efisien, efektif
mulal dari tahap perencanaan, | 4.2Laporan peaghapusan
pendistribusian, pemanfaatan +  barang milik daerah. 53 8KPD 53 SKPD 100 %
serta pengawasannya. :
4.3. Laporan standar
| satuan harga
' 2 Jenis 2 Jenis 100 %
5.1. Opinl WTP (clean
: . and clear) dari
5. ;erwujudnya ) Laporan , Badan Pemeriksa WTP Sementara | Sementara
euangan Pemerintah Daerah 'k RI dala dalam
Informatif, Akurat Dan euangan ri. m a
Akuntakel ! Proses Proses
5.2. Laporan keuangan
pemerintah daerah
.- - —— - yang ditetapkan oleh 1 dokumen . 1 dokumen --100 %
PERDA dan !
PERBUP

i
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23 ISU-ISU PENTING PENYE:LENGGARAAN BADAN PENGELOLA
KEUANGAN DAN ASET DAERAHKABUPATEN LUWU UTARA

Secara singkat, isu |strategis dapat diartikan sebagai pilihan - pilihan
kebijakan yang mendasar yang diperlukan atau tantangan yang kritis yang
harus ditanggapi untuk menuju kondisi terbaik yang diinginkan dan
memenuhi pelayanan SKPD yang lebih baik. Berdasarkan pengertian ini,
maka isu strategis BPKAD 'Kabupaten Luwu Utara dapat dimaknai sebagai
suatu kebijakan yang mendasar vang diperiukan atau tantangan kritis
terkait dengan pelayanan pendapatan, keuangan dan dan asset daerah
yang meniiliki pengaruh penting. Isu strategis merupakan landasan untuk
pengembangan strategis untuk mencapai tujuan. Isu strategis berbeda
dengan isu kritis. Isu kritis édalah isu yang penting tetapi mungkin sesuatu
vang muncul tiba-tiba. Isu :strategis adalah isu yang penting, berorientasi
ke depan, dan berpijak dari; kondisi ril sekarang.

Beberapa isu-isu strategis yang berpengaruh terhadap pencapaian
tujuan kedepan instansi BPKAD Kabupaten Luwu Utara antara lain :
1. Aspek Administrasi Keuangan Daerah

a. Terbatasnya ken“;lampuan sumber daya manusia dalam bidang

pengelolaan penc?apatan, keuangan dan asset daerah;

b. Masih kurangnya kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana

kerja dalam...men:dukung optimalisasi!pengelolaan pendapatan,

keuangan dan asset daerah;
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¢. Belum optimalnya penggunaan teknologi informasi;

d. Belum tertibnya penyajian data dan informasi;

e. Belum tertibnya penataan arsip/dokumentasi.
2. Aspek Pengelolaan'Aset Daerah
a. Masih kurangr:wya pemahaman tentang regulasi terkait
pengelolaan Barlang Daerah;
b. Keterbatasan eéplikasi SIMDA untuk meningkatkan tertib
administrasi penlgelolaan barang daerah;
C. Keterbatasan jkemampuan SDM  dalam  pelaksanaan
pemantauan, pe$ggunaan, pengamanan dan pemanfaatan ssset
daerah, i
Adapun pennasalahan:-permasalahan yang dihadapi cleh Badan
Pengelola Keuangan dan ;iﬁ.set Daerah (BPKAD) Kab. Luwu Utara selaku
SKPD dalam melaksanakari1 tugas pokok dan fungsinya antara lain :
1. Lemahnya pelaksa;naan Koordinasi dengan - SKPD terkait,
pengelolaan keuang%n dan asset daerah;
2. Pengelolaan keuang;n SKPD yang belum tertib;
3. Penyampaian laporan keuangan SKPD yang tidak tepat waktu;
4. Lemahnya kepedulilan dan tanggung jawab SKPD terhadap
pengelolaan keuang:an daerah, hal ini dibuktikan--dengan teiah
_ dilaksanakannya Diklat Teknis Peng%lolaan,Keuangan Daerah sejak
Tahun 2006, namun masih terdapat SKPD yang tidak mampu

menyusun laporan keuangan SKPD.
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24 REVIEW TERHADAP RANCANGAN AWAL RKPD

Review terhadap rancangan awal RKPD dimaksudkan untuk
membandingkan antara rumusan hasil identifikasi kebutuhan program dan
kegiatan berdasarkan analisis kebutuhan yang telah mempertimbangkan
kinerja pencapaian target Renstra Badan Pengelola Keuangan dan Aset
Daerahdan tingkat kinerja ?yang dicapai oleh Badan Pengelola Keuangan
dan Aset Daerah, dengan %arahan Kepala Daerah terkait prioritas program
dan kegiatan dan pagu inc}iikatif yang disediakan untuk Badan Pengelola

Keuangan dan Aset Daerali1berdasarkan Rancangan Awal RKPD.
Review terhadap ra!nngan awal RKPD dapat dijabarkan pada

tabei 2.3 terlampir
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TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN

3.1 TELAAHAN TERHADAP KEBLJAKAN NASIONAL
1.1.1. Telaahan Renstra Kementrian Keuangan RI
Dalam rangka terciptanya Sinergi Pembangunan tahun 2018

dengan diselaraskan untuk mendukung pencapaian sasaran 9

(sembilan) agenda nawacita JOKOW I- JK dalam tahun 2016

berdasarkan 3 (tiga) dimensi pembangunan nasional yang telah

ditetapkan RPJMN 2015-201¢, dengan skala prioritas sebagai
berikut:

a. Tercapainya perningkatan pelayanan pendidikan, pelayanan
kesehatan, tersedianya perumahan layak huni bagi masyarakat
berpenghasilan rendah dan jaminan sosial, serta pembentukan
mental/karakter bangsa, budi pekerti, nilai-nilai patriotisme dan
cinta tanah air sérla semangat bela negara.

b. Mendukung terwujudnya stabiliias dan kedaulatan pangan
melalui reformasi agraria, untuk pengendalian psmanfaatan
lahan pertanian, pendistribusian bibit dan pupuk, peningkatan
biaya operasi :dan pemeliharaan irigasi dalam upaya
peningkatan produktifitas pertanian dan nilai tambah petani

untuk hidup layak dan lebih sejahtera
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c. Terciptanya pemerataan pendapatan antar kelompok

masyarakat, ar:}tanNilayah, antardesa dan pinggiran serta
antarkawasan. ' Hal tersebut bertujuan agar tercapainya
pemerataaan pembangunan antar wilayah yang seimbang, yang
dapat mengurangi kesenjangan pembangunan dimasing-masing
wilayah.
Terpelihara  dan  terbangunnya  jaringan infrastruktur
perhubungan ba:ik dibidang maritim, energi, pariwisata, maupun
stabilitasi dan kedaulatan pangan. Hal tersebut bertujuan agar
tersedia jaringan infrastruktur perhubungan dengan moda
transportasi yarﬁg mengedepankan pelayanan cepat, tepat,
murah dan amén, sehingga akan mendorong efisiensi dan
efeldtifitas kelancaran arus orang dan distribusi barang serta jasa
yang dapat meﬁgurangi ekonomi biaya tinggi dan menekan
angka inflasi. |
Penguatan dan peningkatan kapasitas aparatur daerah antara
lain  melalui pendidikan, pelathan, pendampingan dan
sosialisasi regulasi dalam upaya peningkatan kinerja sesuai
dengan bidang tll.lgas dan fungsi masing-masing.

Visi Kementerian Keuangan adalah “Kami akan menjadi
penggerak utama pertumbukan ekonomi indonesia varig

inklusif di abad 'ke-21",
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Untuk mev@rujudkan visi tersebut, Kementerian Keuangan
mempunyai 5 (Ifma) misi yaitu :

a. Mencapai tingkat kepatuhan pajak, bea dan cukai yang tinggi
melalui pelayanan prima dan penegakan hukum yang ketat:

b. Menerapkan kebijakan fiskal yang prudent;

¢. Mengelola neraca keuangan pusat dengan risiko minimum;

d. Memastikan dana pendapatan didistribusikan secara efisien
dan efektif;

e. Menarik dan mempetahankan talent terbaik di kelasnya
dengan mena;warkan proposisi nilai yang kompetitif;

Dari visi yéng telah ditetapkan tersebut, yang dimaksud
dengan Pengelola Keuangan dan Kekayzan Negara adalah
Kementerian Keuangan sebagai lembaga/institusi yang
mempunyai tugas menghimpun dan mengalokasikan keuangan
Negara dan mengelola kekaysan Negara. Dipercaya adalah
semakin meningkatnya kepercayaan masyarakat karena
pengelolaan keuangan dan kekayaan Negara dilakukan secara
transparan, yaitu semua penerimaan Negara, belanja Negara,
dan pembiayaarl; defisit anggaran dilakukan melaiui mekanisme

T - APBN.Akuntabel adalah pengelolaan keuangan dan kekayaan
Negara_yang_x:n'engacu pada praktek terbaik intemasional yang
berlandaskan asas profesionalitas, proporsionaiitas dan

keterbukaan.
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Program Strategis 2016
Program  Strategis 2016 adalah Peningkatan  Dan
Pengembangan Aksesbilitas, Transparansi dan Akuntabilitas

Pengelolaan Pendapatan Daerah.

Sasaran Strategis dalam Tema Belanja Negara :
a. Alokasi belanja Negara yang tepat sasaran, tepat waktu, efektif,
efisien dan akuntabel.

1. Alokasi belalnja Negara yang tepat sasaran adalah alokasi
anggaran yang dapat mencapai kinerja program dan
kegiatan kementerian Negara/lembaga yang telah ditetapkan
dalam APBN.

2. Alokasi belanja Negara yang tepat wakiu adalah
pengesahan ;DIPA yang dapat diselesaikan sesuai jadwal
yang ditetapkan.

3. Alokas] belahja Negara yang efisien adalah penuangan
anggaran pada DIPA yang dapat digunakan untuk
mendukung pencapaian sasaran yang ditetapkan.

4. Alokasi belanja Negara yang akuntabel adalzh alokasi
belanja Negara yang proporsional sesuai dengan prioritas
rencana kerja bemerintah dan dapat dipertanéé;ungjawabkan

pelaksanaanya.
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Tata kelola yang tertib transparan, dan akuntabel dalam

pelaksanaan bellanja negara.

1. Tata kelola iyr:zng tertib adalah pengelolaan Belanja negara
sesuai dengan sistem dan prosedur yang telah ditetapkan
dalam peraturan perundang-undangan.

2. Tata kelola yang transparan dan akuntabel adalah
pengelolaan: belanja negara yang dilakukan secara terbuka
sehingga p:roses pengelolaannya dapat diketahui oleh
stakeholder idan dapat dipertanggungjawabkan.

Peningkatan efektifitas dan efisiensi pengelolaan hubungan

keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah daerah;

Perimbangan iKeuangan adalah pelaksanaan kebiiakan

hubungan keuangan Pusat dan dgerah yang dapat menjamin

keseimbangan

keuangan terkait dengan besamya beban, tanggung jawab, dan .

kewenangan yang dimiliki oleh Pusat maupun daerah sesuai

dengan norma idan standar yang _ditetapkan daiam peraturan
perundang-undangan.

Terciptanya tata kelola yang tertib sesuai peraturan perundang-

undangan, transparan, kredibel, akuntabel, dan profesional

dalam pelaksanaan hubungan keuangan. antara Pemerintah

Pusat dan Pemerintah Daerah.
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Tata kelola; yang tertib adalah pengelolaan fransfer ke
daerah sesu:ai dengan peraturan perundang-undangan.
Transparan adalah pelaksanaan kebijakan transfer ke
daerah dapat diakses oleh seluruh stakehoider.

Akuntabel adalah pelaksanaan kebijakan transfer ke daerah

dapat dipertanggungjawabkan.

Sasaran Strategis dalam Tema Pembiayaan APBN adalah :

1.

N

Terpenuhinytlﬂ pembiayaan APBN melalui utang secara tepat
waktu, cukup, dan efisien.

Memenuhi target pembiayaan APBN melalui utang yang
bersumber dari dalam negeri dan luar negeri, dalam bentuk
Surat Berhalirga Negara (SBN) dan pinjaman, dengan
mempertimbalngkan biaya dan resiko untuk mendukung
kesinambungan fiskal.

Terciptanya -kepercayaan para pemangku kepentingan
(investor, krtladitor, dan pelaku pasar [ainnya) terhadap
pengelolaan utang yang transparan, akuntabel, dan kredibel.
Tersedianya informasi terkait pengelolaan utang kepada
publik secaré transparan dan akurat, dan terjaganya

redibilitas  .pengelolaan utang dengan melakukan

.pembayaran kewajiban secara tepat waktu, tepat jumlah dan

tepat sasaran.
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3.

4.

Terciptanya struktur portofolio utang yang optimal.
Mengoptimalkan struktur jatuh tempo SBN dengan
memperhatikan jenis, tingkat bunga, dan tenor, serta kondisi
pasar keuangan.

Terciptanyan pasar SBN yang dalam, aktif, dan likuid.

Mengembangkan pasar SBN dengan menyediakan altematif
|

instrument SBN yang variatif, serta meningkatkan sebaran

investor.

Sasaran Strategis dalam Terna Perbendaharaan Negara adalah:

1. Efisiensi dan Akurasi Pelaksanaan Belanja Negara.

Penyaluran belanja negara untuk mendukung pencapaian

sasaran yang ditetapkan secara akurat dan tepat waktu
berarti pelaksanaan penyaluran belanja dilakukan sesuai
dengan non‘nzal waktu yang ditetankan.

Optimalisasi Pfenéelolaan Kas.

Optimalisasi pengelolaan kas negara meliputi dalam hal
perencanaan kas, pengendalian kas dan pemanfaatan idle
kas, yang dilaksanakan untuk menjamin ketersediaan kas
dalam jumlahi yang cukup. Optimalisasi pengelolaan kas

negara adal:ah dalam rangka mewujudkan efisiensi

.pengelolaan | kas .dengan. mengedepankan. -prinsip

|
‘meminimumkan biaya” dan *memaksimalkan manfaat® bila
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terjadi kekuréngan kas (cash mismatch) atau pemanfaatan

kelebihan kas (idfe cash).

I
. Optimalisasi tingkat pengembalian dana di bidang investasi

dan pembiayaan lainnya.

Salah satu bagian dari pengembalian dana dibidang investasi
dan pembiayaan lainnya adalah pengembalian penerus
pinjaman. Dana penerus pinjaman tersebut harus
dioptimalkan ' pengembalian dan penyetorannya kembali ke
APBN sesueii dengan target yang telah ditetapkan.Hal ini
dikarenakan pengembalian dana tersebut mempunyai
kentribusi dalam APBN sebagai penerimaan dalam negeri

dan penerimaan defisit APBN.

. Peningkatan pelayanan masyarakat melalui penyempumaan

pengelolaan BLU.

Melalui penyempumaan regulasi terkait dengan pengelolaan
BLU, peningkatan penilaian kinerja satker BLU serta
pembinaan :yang berkelanjutan, diharapkan satker yang

menerapkan ' Pengelolaan Keuangan BLU akan dapat

_ melaksanaka:n fungsinya secara lebih efektif dan efisien. Hal

tersebut dapat dilihat dari kinerja keuangan pada satker BLU,

. sehingga selanjuinya akan dapat mendorong peningkatan

kualitas pelayanannya kepada masyarakat.

!
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. Peningkatan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan

keuangan neéara.

Salah satu kébijakan untuk meningkatkan transparansi dan
akuntabilitas pengelolaan keuangan negara adalah melalui
penerapan akuntansi pemerintah modem sebagai dasar
penyusunan LlLaporan Keuangan Pemerintah Pusat
(LKPP).Sampai dengan saat ini LKPP yang telah disusun
masih berdasarkan basis Kas Menuju Akrual. Selanjutnya
secara berfahap LKPP akan disusun berdasarkan akrual
basis, sehingga diharapkan akan terwujud peningkatan
transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan negara
serta peningkatan opini BPK (dari Disclaimer menjadi Wajar
Tanpa Pengecualian) melaiui LKPP yang lebih berkualitas.
Terciptanya sistem perbendaharaan negara yang modem,
handai dan terpadu. Untuk menciptakan sistem
perbendaharaén negara yang modem, handal dan terpadu,
mulai tahun éanggaran 2009 telah dilaksanakan provek
penyempumaan sistem perbendaharaan dan anggaran
negara yang dikenai dengan Proyek Sistem Perbendaharaan
dan Anggaran Negara (SFAN).

Proyek SPAN adalah sebagai .Jangkah awal untuk
mewujudkan sistem perbendaharaan yarg modem, didukung

oleh sistem informasi keuangan yang terpadu (/ntegrated
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Financial Ménagement and Information System) dengan

karakteristik | antara lain

1. Terintegralsilterotomasi yang sangat mendukung proses
pelaksanaan anggaran, optimalisasi manajemen kas, serta
pencatatan, pelaporan dan pertanggungjawaban

2. Database yang terpusat dan memungkinkan perekaman
data hanya sekali (single entry)

3. Memungki:nkan ‘what if anaysis’

4. Penerapan proses bisnis yang mengacu pada best
practice,

5. Menghubulngkan secara on-fine baik melaui satelite, dial-
up dan si:stem jaringan lainnya Ditjen Anggaran, Ditien

Perbendaharaan, 30 Kanwil Ditjen Perbendaharaan, 178

KPPN dan Kementerian Negara/Lembaga.

Sasaran Strategis dalam Tema Kekayaan Negara adalah :

1. Terlaksananya perencanaan kebutuhan barang milik negara

yang optimal.

Mengkoordinasikan pemberian data dan  informasi
keberadaan asset idle kementerian dan lembaga dalam
rangka perencanaan pengadaan belanja modal = dari
kementerian dan lembaga, serta.penghematan penggunaan

anggaran dengan mengoptimalkan BMN idle yang ada di

kementerian dan iembaga.
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2.

Teﬂaksananyla penatausahaan kekayaan negara yang handal
dan akuntabe?l.

Penatausaha?n kekayaan negara yang handal dan akuntabe!
adalah tercailtatnya seluruh kekayaan negara/BMN dalam
daftar barangi baik di kementerian dan lembaga sebagai

|
pengguna dar}n di Kementerian Keuangan sebagai pengelola.

. Terwujudnya pemanfaatan BMN berdasarkan prinsip the

highest and best use.
Pemanfaatan BMN adalah upaya penggunaan secara

maksimal seluruh BMN untuk ‘mendukung penyelenggara

- Tupoksi penyélenggaraan negara.

. Tercapainya 'peningkatan kualitas pelayanan pengelolaan
|

|

keuangan Negara.
I

Pelayanan pengelolaan kekayaan Negara meliputi pelayanan
|

permohonan I|:>ena=.~1.‘apan status pemanfaatan, penggunaan,
|

penghapusan dan pemindahtanganan barang milik negara.
. |

. Terwujudnya c:latabase nilai kekayaan negara yang kredibel.

Mendapatkan,: mengumputkan dan mengolah data kekayaan

negara sehing!ga menjadi informasi eksekutif yang utuh, tepat

~waktu, akure::t, dan dapat digunakan untuk proses

pengambilan ' keputusan bagi pimpinan Kemeanterian.

Keuangan.

RENJA-Rencana Kerja BPKAD 2019

' L]



- .d

. LT

—
'

Sasaran Strétegis dalam Tema Pasar Modal dan Lembaga

Keuangan Non Bank adalah :

1.

o
Temujudrﬁya regulator bidang pasar modal dan lembaga

keuangan yang amanah dan profesional.
Terwujudnya pasar modal dan lembaga keuangan non
bank sebagai sumber pendanaan yang mudah diakses,

efisien dan kompetitif.

. Terwujudnya pasar modal dan lembaga keuangan non

bank sebagai sarana investasi yang menarik dan kondusif
dan sarana pengelolaan risiko yang handal.

Temujudﬁya industri pasar modal dan lembaga keuangan
non bank yang stabil, resilience dan liguid.

Telsedianlya kerangka regulasi yang menjamin adanya
kepastian hukum, keadilan dan keterbukaan (faimess and
transparency)

Tersedianya infrastruktur pasar modal dan lembaga

keuangan non bank yang kredibel, dapat diandalkan dan

berstandar intemasional.

3.1.2 TELAAHAN RENSTRA BPKD PROPINS| SULAWESI SELATAN
Visi ‘Badan Pengelolaan Keuangan Daerah adalah menjadi
pengelolakeuangan daerah yang dipercaya dan dibanggakan
masyarakat, serta iinstlumen bagi proses transformasi Sulawesi

Selatan sebagai provinsi sepuluh terbaik dalam pemenuhan hak dasar.
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Berdasarkan ;JiSi yang telah ditetapkan tersebut, yang dimaksud
dengan Badan Pengelolaan Keuangan Daerah adalah Satuan Kerja
Pengelolaan Keuaégan Daerah Propinsi Sulawesi Selatan yang
mempunyai tugas ' menghimpun dan mengalokasikan keuangan
daerah. Dipercaya dan dibanggakan masyarakat adalah semakin
meningkatnya keperlcayaan masyarakat karena pengelolaan keuangan
daerah dilakukan secara transparan dan akuntabel yaitu semua
penerimaan daerahl, belanja daerah, dan pembiayaan anggaran
dilakukan melalui mekanisme APBD. Instrumen bagi proses
transformasi Sulawe!si Selatan sebagai propinsi sepuluh terbaik dalam
pemenuhan hak dasar, artinya Badan Pengelolaan Keuangan Daerah
memegang peran sangat penting dalam menopang pencapaian
pemerintah daerah ISulawesi Selatan menjadi provinsi yang indeks
pembangunan manusianya berada pada 10 (sepuluh) besar terbaik
dengan tetap berpegang teguh pada nilai budaya dan kepribadian
bangsa Indonesia.

Untuk merealisasikan Visi yang telah ditetapkan, maka Badan
Pengelolaan Keuangan Daerah memiliki Misi yang terbagi dalam 5
(lima) Bidang.
l. Misi Bidang Fiskal

-Misi di bidang fiskal adalah mengembangkan kebijakan fiskal yang

sehat dan berkelanjutan serta mengelcla kekayaan dan utang

[ . CU_ ~
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|

|
daerah secara h:ati—hati (prudent), bertanggungjawab (responsible),
dan transparan. :
Misi Bidang Ekonomi
Misi di bidangi ekonomi adalah mengatasi masalah ekonomi
daerahsecara regional serta secara proaktif senantiasa mengambil
peran strategis dalam upaya membangun ekonomi daerah, yang
mampu mengantarkan masyarakat provinsi Sulawesi Selatan
menuju provinsi sepuluh provinsi terbaik dalam pemenuhan hak
dasar.
Misi Bidang Sosial Budaya
Misi di bidang sc:)sial budaya adalah mengembangkan masyarakat
finansial yang beirbudaya dan modem.
Misi Bidang Politik
Misi di bidang po;Iitik adalah mendorong proses demokratisasi fiskal
dan ekonomi daerah,
Misi Bidang Keltiembagaan
Misi di bidang ke:lembagaan adalah senantiasa memperbaharui diri
(self minventiné) sesuai dengan aspirasi masyarakat dan
perkembangan rfnutakhir teknologi keuangan serta administrasi
publik, serta pe:mbenahan dan pembangunan kelembagaan di -
bidang keuanga.% yang baik dan kuat yang akan .memberikan
dukungan dan pedoman pelaksanaan yang rasional dan adil,
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dengan didukung oleh pelaksana yang potensial dan mempunyai

integritas yang tinggi.

3.1.3 Telaahan Visi, Misi;' dan Program Bupati dan Wakil Bupati Luwu

Utara Periode 201 6-j2021

Visi adalah suatu un?gkapan atau artikulasi dari citra, nilai, arah, dan
tujuan organisasi ?ang realistis yang memberikan kekuatan,
semangat dan kom£Unen serta daya tarik yang dapat dipercaya

sebagai pemandu dan pelaksanaan aktifitas dan pencapaian tujuan

organisasi. ;
!

!
Penetapan visi diperlukan untuk memadukan gerak langkah setiap

unsur organisasi d?n masyarakat untuk mengarahkan segala
sumber daya yang afda untuk menciptakan Kabupaten Luwu Utara
sebagaimana yang di!harapk.an.

Adapun Visi Bupati [dan Wakil Bupati Luwu Utara sebagaimana
tercantum dalam RPI\}IJD Kab.Luwu Utara tahun 2016 — 2021 adalah

!
‘Luwu  Utara yéng Religius dengan Pembangunan

Berkualitas dan Merata Beriandaskan Kearifan Lokal“

Adapun Misi, Tujuan, Sasaran, Program Utama dan Program

Prioritas Bupati dan IWakil Bupati Luwu Utara tahun 2016 — 2021

“adalah :

|
|
!
> MISI: ... . i . -
1
[

1. Mewujudkan ;| masyarakat vang religius, tatakelola

pemerintahan yang baik, dan komunitas adat yang berdaya;

1

|
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2. Mewujudkan; derajat kesehatan yang tinggi dan pemenuhan
rumah layakihuni;

3. Mewujudkan pendidikan berkualitas, prestasi kepemudaan,
ketahanan b:udaya;
4. Mewujudkan kemandirian ekonomi, iklim investasi dan daya
tarik pariwisalta;
5. Mewujudkan" kelestarian lingkungan hidup;
6. Mewujudkanl‘ penurunan ketimpangan pendapatan dan
pemerataan jnfrastruktur wilayah;
7. Mewujudkani ketertiban umum dan tingkat keamanan yang
kondusif. .
Adapun Misi Bupati dan Wakil Bupati diatas yang terkait dengan Tugas dan
Fungsi BPKAD adalah Misi, Kesatu yaitu “Mewujudkan masyarakat yang
religius, tatakelola pemerintahai yang baik, dan komunitas adat yaing
berdaya”. ,
|
Tujuan dan sasaran pembiangunan Kab. Luwu Utara yang akan dicapai
dalam 5 (lima) tahun ke gepan dirumuskan berdasarkan visi dan misi
pembangunan Kab. Luwu Utlara.

Tujuan Misi 1 |
a. Meningkatkan penerapan s:istem dan proses tata kelola yang konsisten

dengan prinsip-prinsip penﬁerintahan yang baik;
I

b. Meningkatkan pengamalan: agama dan peran agama dalam
penyelenggaraan pembanéunan;

c. Meningkatkan partisipasi dian peran lembaga/kcmunitas adat dalam

pembangunan. |

|
l
!
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Sasaran :

a. Terimplementasikannya prinsip-prinsip akuntabilitas, transparansi, efekif-

efisien, dan patuh pada supremasi hukum dalam penyelenggaraan
pemerintahan;

b. Terimplementasikannya nilai-nilai dan prinsip-prinsip kehidupan yang religius
dalam masyarakat;

c. Terpenuhinya rekognisi dan keberdayaan lembaga/komunitas adat dalam
berperan serta pada penye;lenggaraan pembangunan.

|
Tujuan Misi 2: |
a. Meningkatkan akses dan klualitas pelayanan kesehatan;

|
b. Meningkatkan kualitas pemukiman serta pemenuhan rumah layak huni bagi
masyarakat khususnya bagi masyarakat kurang mampu;

|
Sasaran :

a. Meningkatnya akses dan lkualitas kesehatan serta penerapan pola hidup
sehat dalam masyarakat;

b. Terpenuhinya kebutuhan rtllmah layak huni dan pemukiman bersanitasi baik.
i

Tujuan Misi 3 :

a. Meningkatkan derajat pendidikan dan kemampuan literasi masyarakat;

b. Mendorong prestasi kepemudaan dan peran perempuan dalam
pembangunan;

¢. Meningkatkan apresiasi, revitalisasi dan pelestarian keragaman dan
kekayaan budaya.

Sasaran: g

i
"a. Meningkatnya akses da:n kualitas layanan pendidikan dan literasi
masyarakat; '
b. Meningkatnya prestasi kepemudaan dan keolahragaan;
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¢. Meningkatnya pengarusutamaan gender dan perlindungan anak dalam
pembangunan;

d. Meningkatnya ruang apresiasi keragaman budaya dan kekayaan budaya.
Tujuan Misi 4 : '

a. Meningkatkan produksi dan produktivitas sektor-sektor perekonomian serta
pengembangan potensi pusat-pusat pertumbuhan wilayah;

|
b. Mengembangkan iklim investasi yang baik bagi pemodal asing dan dalam
negeri untuk tumbuhnya industri agro dan non agro serta perdagangan dan
jasa;

c. Mengembangkan potensi pariwisata menjadi destinasi dan daya tarik wisata
yang representatif.

Sasaran : !
|

a. Meningkatnya produks; !
peternakan dan perikanan;

b. Meningkatnya produksi dan produktivitaskoperasi dan UMKM;

c. Meningkatnya nilai perdag'angan dan jasa;

dan produktivitas pertanian, perkebunaan,

d. Berkembangnya kawasan ekcncmi strategis dan cepat tumbuh;

2. Berkembangnya kegiatan ékonomi dan industri kreatif:
|
I
f.  Meningkatnya daya saing ilnvestasi dari PMDN dan PMA;

|
g. Meningkatnya daya tarik dan daya saing pariwisata.
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Tujuan Misi 5 : |
|

a. Memeliharan keseimban'gan antara pemanfaatan dan perlindungan
lingkungan untuk keberlanjutan daya dukung lingkungan.

Sasaran : .
1

a. Terpeliharanya daya dukt:mg, daya tamping dan keseimbangan lingkungan
dalam penyelenggaraan pembangunan.

|
i
Tujuan Misi 6 : :
a. Mengurangi ketimpangar:l pendapatan antar lapisan masyarakat pada
tatanan perkotaan, pedesaan, pegunungan, dataran rendah dan pesisir
pantai serta kesenjangan kemajuan antar kecamatan;

b. Menyediakan dan menigli(atkan kapasitas sarana dan prasarana wilayah

dari pinggiran daerah dengan memperkuat desa-desa hingga ke perkotaan,
i

a. Tertanggulanginya kemIsl;dnan pada masyarakat lapisan bawah di area

Sasaran:

pesisir/pantai, dataran ren:dah, pegunungan, perdesaan dan perkotaan;
|

|
b. Meningkatnya daya saing Tenaga kerja dan produkfivitas masyarakat;

c¢. Terpenuhinya kebutuhan j:aian dan jembatan dalam interkoneksitas wilayah

antar desa dan dari desa Ke kota;

|
d. Terpenuhinya kebutuhan sarana/prasarana perhubungan dalam mendukung

pergerakan barang dan jasa;
|

e. Terpenuhinya kebutuhan: saranalprasaraﬁé energi dalam mendukung
kebutuhan rumah tangga dan perkembangan industri;
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.. 5. Program Pembangunan Infrastruktur monumental kota dan Perdesaan

f. Terpenuhinya kebutuhan sarana/prasarana sumberdaya air dalam
mendukung kebutuhan rumah tangga dan industri.

Tujuan Misi 7 :

a. Memelihara rasa aman dan melindungi masyarakat dari kerentanan atas
bencana.

|
|
Sasaran : ,
I
a. Menurunnya gangguan ketertiban dan keamanan dalam masyarakat:

b. Meningkatnya perindungan keada masyarakat dari kerentanan atas
bencana. '

i
> PROGRAM UTAMA : |
1. Program PengembaTgan Sistem e-Buggedting bagi Perencanaan
Pembangunan Daerar;l.
2. Program Pusat Peng:-;aduan, Pelayanan dan Penyelamatan Cepat dan
Terpadu (CARESTER;= Care and Rescue Center).

3. Program Peningkatan| Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja, dengan
pola penjaringan tenaga kerja terdidik di setiap desa (sarjana
membangun desa).

4. Program Pendidikan {Mutu Pendidik dan Tenaga Pendidikan, dengan

"~ pemberian beasiswa bagi mahasiswa Luwu Utara yang berprestasi.

dalam mendukung keberadaan investor berupa Kawasan Kota

i
BERKILAU (Bersih, Rlamah, Rukun, Indah dan Aman untuk Semua)

|
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dengan penuntasan jpembangunan jalan Lingkar Utara dan Selatan

Kota Masamba, Pembangunan jalan-jalan dalam kota penghubung jalan
Lingkar Utara dan Selatan, pembuatan median jalur 2 untuk jalan utama
dalam kota, penatalan taman dan RTH, pembangunan Islamic
Center/Mesjid Agunggdan pembangunan infrastruktur layanan lainnya
yang berarsitektur mozi:lern, Pembangunan Kawasan Industri Luwu Utars
(KILU), Sentra ekonomi, Pelabuhan, Bandara Udara, Jalan-Jalan
Ekonomi (JALAN LIN(.!?;KAR EKONOMI) dan Jaringan irigasi.

6. Program PeningkatanINilai Tambah Agribisnis dengan Pengembangan
Industri Kecil dan Menengah dalam Upaya Pelaksanaan Ekcnomi
Kerakyatan.

7. Program Pengembangan Perumahan untuk PNS, Masyarakat Pesisir
dan Kurang Mampu. |

8. Program Periindungah Konsumen dan Pengamanan Perdagangan
(dengan pembentukar%l PERUSDA ( Agribisnis dan Kelistrikan), PSO
(Public Service Obligaiion sebagai lembaga pengendali harga), operasi
pasar dan pasar muraiEL

9. Program Bantuan dan Jaminan Kesejahteraan Sosial melalui Bantuan
Modal (1% dari APBDY);

10. Program Peningkatan:Kesempatan Kerja bagi Tenaga Kerja Terdidik
(TOT, . pembukaan Ala,rl)angan kerja .baru, penempatan tenaga kelj-!a

terdidik di perusahaan dan misi TKI profesional).

|
|
|
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11. Program Pemeliharaan Kantrantbmas (Keamanan Desa Mandiri),

Pencegahan Tindak Kriminal dengan Memperbanyak Kegiatan

Interaksi Sosial Keagamaan dan Pemuda.

» PROGRAM PRIORITAS| terdiri atas penjabaran misi, yaitu :

Program Misi 1 :

1. Program Peningkgtan Kapasitas Sumber Daya dan Kesejahteraan
Aparatur dalam Lpaya Membangun Pemerintahan yang Bebas
Korupsi, Tegas daln Efektif.

2. Program Pening:;katan Sistem Pengawasan Intemal dan
Pengendalian Pel%ksanaan Kebijakan KDH.

3. Program PeningFI(atan Kapasitas Kelembangaan Perencanaan
Pembangunan Da:erah.

4. Program Penguas:aan dan Pengembangan Aplikasi dan Teknologi
Informasi dan Korrilunikasi. '

5. Program Pengemlbangan Sistem e-Buggedting bagi Perencanaan
Pembangunan Dagrah.

Program Misi 2 :

1. Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat

dengan motto “ lebih baik mencegah dari pada mengobati’.
2. Program Pelayanan Kesehatan Penduduk Miskin dan Jaminan
. Ketersediaan Obat. Cev e
3. Program Pengembangan Lingkungan dan Rumah Sehat

4. Program Peningkqtan Profesionalisme Tenaga Kesehatan.
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= Program Misi 3:

5. Program Pusat Pengaduan, Pelayanan dan Penyelamatan Cepat

dan Terpadu (CAIRESTER= Care and Rescue Center) dalam upaya

Peningkatan Kual:itas Pembangunan Manusia Luwu Utara

1. Program Penin;gkatan Sarana dan Prasarana Pendidikan.
Termasuk pemba:mgunan sekolah Unggulan dan Perguruan Tinggi.

2. Program Pendiciikan Mutu Pendidik dan Tenaga Pendidikan,
dengan pembenJan beasiswa bagi mahasiswa Luwu Utara yang
berprestasi dala;'n upaya Peningkatan Kualitas Pembangunan
Manusia Luwu Utara.

3. Program Pening:katan Kualitas dan Predukiivitas Tenaga Kerja,
dengan pola ps;-n_jaringan tenaga kerja terdidik di setiap desa
(sarjana membar;}gun desa). |

4. Program Peniﬁgkatan Kﬁalitas Hidup dan Perlindungan

|
Perempuan.

n

. Program Peninglkatan Upaya Penumbuhan Kewirausahaan dan
Kecakapan Hidu}J Pemuda serta prestasi pemuda.
6. Program Peningii(atan Sarana dan Prasarana Olah Raga.
7. Program Peninglkatan pemahaman dan penerapan nilai budaya
dalam kehidupan.
8. Program Eenge?:lolaan Kekayaan dan Keragamap Budaya

termasuk Masyaéakat Adat.

9. Program Kemitraan Inovasi IPTEK.
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Program Misi 4 :
1.

2.

|
I
|
|
Program Penqtaan Kawasan.
Program Penf'lbangunan Infrastruktur monumental kota dan
Perdesaan d%lam mendukung keberadaan investor berupa
Kawasan Kota BERKILAU (Bersih, Ramah, Rukun, Indah dan
Aman untuk ESemua), Kawasan Industri Luwu Utara (KILU),
Sentra ekono:mi, Pelabuhan, Bandara Udara, Jalan-Jalan
Ekonomi (JAL{\N LINGKAR EKONCMI) dan Jaringan Irigasi.
Program Perigembangan Lembaga Ekonomi Masyarakat
dengan Melibatkan Pemuda dan Perempuan di Desa.
Program  Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam
Membangun Desa.
Program _Pengembangan Lalu Lintas Angkutan Sungai dan
Penyeberéngér:i, Laut dan Udara.
Program Peng%mbangan Wilayah Tertinggal dan Transmigrasi
Lokal. ’

Program Pengl;embangan Pctensi Energi Lokal/Desa dalam

Upaya Membangun Kadaulatan Energi.

i
Program Promosi Investasi Sektor Pertambangan dan Energi.
|

Program Survtaii"Gé"ologi dan Sumberdaya Mineral, Mitigasi

|
Bencana . Alam Geologi, dan Pemenfaatan- Sumber Daya

Mineral. j
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11.

12.

13.

14.

15.

16.

» Program Misi5: |

1.

Program Pengembangan Pemanfaatan Energi Baru dan
Terbarukan.

Program Pengembangan Sistem Pendukung Usaha dan

Kemitraan bagi UKM.

Program PeniLgkatan Kesejahteraan Petani.

Program Peningkatan Ketahanan Pangan Pertanian (Tanaman
Pangan, Perk{ebunan, Hasil Hutan, Peternakan dan Perikanan)
dalam upaya i\!ﬂembangun Kedaulatan Pangan.

Program Peninbangunan dan Pengembangan Sentra-sentra
Produksi Talnaman Pangan, Hortikultura, perkebunan,
kehutanan, betemakan dan perikanan dalam Upaya
Membangun E!konomi yang Kuat, Berdaulat, Adil dan Makmur.
Program Perlmingkatan Nilai Tambah Agribisnis dengan
Pengembangaln Industri Kecil dan Menengah dalam Upaya

Pelaksanaan ékonomi Kerakyatan.

Program Penirigkatan Pemasaran Produk Pertanian.

Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam
dalam upaya Membangun Infrastruktur dan menjaga Kelestarian
Alam serta Lingi;kungan Hidup. i -

Pengelolaan Rluang Terbuka Hijau (RTH). - . -

Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan.

RENJA-Rencana Kerja BPKAD 2019




F

H

,..ﬁ[_.

—

4. Program Peningkatan Infrastruktur dan Pengembangan

Pariwisata.

5. Program Pengembangan Kawasan Permukiman (Lingkungan

Kurnuh dan RTM=Rumah Tangga Miskin).

6. Program Pen_é;embangan Perumahan untuk PNS, masyarakat

|
pesisir dan kurang mampu.

L] Program Misi 6 :

1.

Program Peréncanaan Pembangunan Ekonomi dan Sosial
Budaya.

Program Pérlindungan Konsumen dan Pengamanan
Perdagangan dengan pembentukan PERUSDA ( Agribisnis dan
Kelistrikan) d%an PSO (Public Service dbligation) sebagai
lembaga pengzsandali harga, operasi pasar dan pasar murah.
Program Bantuan dan Jaminan Kesejahteraan Sosia! meialui
Bantuan Modal.

Program Penlingkatan Kesempatan Kerja bagi Tenaga Kerja
Terdidik (T O:T dan pembukaan lapangan kerja baru,
penempatan t:enaga kerja terdidik di perusahaan dan misi TKI
profesional). i —

rProgram Pem%:erdayaan Fakir Miskin Komunitas Adat Terpencil

A{KAT) dan Perljyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS)

Lainnya. I

RENJA-Rencana Kerja BPKAD 2019



,,
-

t.—-.—.-w: ' '-:_,[v :,J 1

.

-

6. Program Pembinaan dan Jaminan Sosial bagi Lansia,
Penyandang pacat, Anak Terlantar dan Disabel.

7. Program Peniataan dan Pembangunan Infrastruktur Perdesaan
(Membangun'Desa Menata Kota) secara merata proporsional.

8. Program Pemeiiharaan Kantrantibmas Pencegahan Tindak
Kriminal dengan Memperbanyak Kegiatan Interaksi Sosial
Keagamaan(dengan mengaktitkan organisasi pemudah,
olahraga, perlnberdayaan dan perkumpulan bapak/ibu dengan
jadwal tertentus serta Program Keamanan Desa Mandiri).

9. Program Pengembangan Pendidikan Pclitik Masyarakat.
i

|
3.2. TUJUAN DAN SASARAN BlADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET
DAERAH

|
Pada dasamya tujuan pengelolaan keuangan daerah adaiah keinginan

untuk mengelola keuangarll daerah secara teriib, taat pada peraturan
perundang-undangan, eﬂsieh, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung
jawab dengan memperhatik?n asas keadilan, kepatutan, dan manfaat untuk
masyarakat. |de dasar terse:'but tentunya ingin dilaksanakan melalui tata kelola
pemerintahan yang baik yangl| memiliki dua pilar utama yaitu akuntabilitas, dan
berorientasi publik.

Agar mencapai tujuan iersebut, maka diperukan adanya serangkaian
Peraturan Daerah, Peraturan Bupati dan K.eputus‘an Bupati yang bertujuan untuk
memudahkan dalam pelaksanaannya dan tidak menimbulkan multitafsir

dalam penerapannya. Peratulran dimaksud memuat berbagai kebijakan terkait
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dengan

perencanaan,

pelaksanaan,

pertanggungjawaban keuangan daerah.

penatausahaan

dan

Tujuan dan sasaran Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerahpada

dokumen Rencana Kerja (Rlenja) beserta target indikator sasaran pada tahun

2017beserta prognosis tahu}l berikutnya dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 3.2

Tujuan dan Sasaran Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah
KabupatenLuwu Utara

VISI: TERWUJUDNYA PENGELOLAAN I%EUANGAN DAERAH YANG AKUNTABEL DAN
BERORIENTAS! PUBLIK !

MiSI1: Mewujudkan Penatausahaan ﬁengelolaan Kas Keuangan Daerah Yang Efektif, Efisien dan

bidang .
perbendaharaan
yang handal,
professional dan
modem.

memiliki integriltas
serta menggunlakan
teknologi informasi
dalam proses
penatausahaan dan
pengelclaan
keuangan daerah

Optimal |
|
| TARGET KINERJA INDIKATOR
TUJUAN SASARAN INDIKATOR SASARAN PADA TAHUN
! 2012 2020
¢ Mendukung Kinerja |e TerwujudnyaPenata |e Laporan realisasi 1Lap 1 Lap
Peiaksanaan usashaan dan | kegiatan SKPD
Anggaran Yang Pengelclaan dalam
Tepat waktu, Efekiif pelaksanaan ; ¢ LaporanPenerim
dan Akuntabel anggaran yang aan dan Belanja 1lep 1Lap
tepat waktu, efektif
dan akuntabel  Laporan pajak
i 1Llap 1Lap
; = Jumlah Aparat
+ Mengembangkan - Temujudnyaagarat Yang mengikuti
kapasitas SDM yang professional, pelatihan dan
pendukung system di | berkompeten dan bersertifikasi 15 Orang 15 Orang
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MISI I : Memacu Pengelolaan APBD Yang Berkualitas, Berorientasi Publik, Berkelanjutan, dan

Berkeadilan '
TARGET KINERJA INDIKATOR
TUJUAN SASARAN INDIKATOR SASARAN PADA TAHUN KE-
. 2019 2020
» MeningkatkanKualita [ Terwujudnya APBD [s Dokumen 1 Perda /Perbup | 1 Perda/Perbup
s Fungsi yang berkualitas, APBD
Penganggaran dan berorientasi publik,
Pengelolaan tepat waktu, + Dokumen
Keuangan daerah berkelanjutan dan APBD yang 1 Dokumen 1 Dokumen
SEcara Efektif dan berkeadilan melalui Dl Upload
Efisien yang koordinasi dengan dalam
Berorientasi pada SKPD-SKPD terkait website
Kepentingan Publik Pemda Kab.
Luwu Utara

MISI IIl : Optimalisasi Pengelolaan Barang Milik Daerah dalam Meningkatkan Kinerja Pemda Kab.

Satuan harga

Luwu Utara
TUJUAN SASARAN INDIKATOR TARGET KINERJA INDIKATOR
SASARAN PADA TAHUN KE-
2018 2020
« Meningkatkan * Terwujudnya s Laporaninven
kualitas Fungsi pengelolaan Barang tarisasi 53Lap 53Lap
penganggaran dan Milik Dazrah yang Barang Milik
Meningkatkan transparan, Daerah
penatausahaan, aruntabel, efisien dan
pencatatan, efektif mulaj dan | e Laporan
pemeliharaan, tahap perencanaan, penghapusan
pengaunaan dan pendistribusian, Barang Milik "53Lap 53Lap
penghapusan pemanfaatan serta Daerah
Barang Milik pengawasannya.
Dagrah.. » Laporan £3Lap 53 Lap
Standar

MISI IV : Penyajian Informas} Keuangan 'daerah Melalui Laporan Kevangan Pemerintah Daerah
yang Akurat, komprehensif dan akuntabel
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TUJUAN SASARAN INDIKATOR TARGET KINERJA INDIKATOR
: SASARAN PADA TAHUN KE - 18
i 2019 2020
s Menyediakan o Terwujudnya » Opini WTP

Laporan Keuangan Laporan Keuangan {clean and

Pemerintah Daerah Pemerintah Daerah clear) dari WTP WTP

sehingga informatif, akurat dan | Badan

menghasilkan akuntabel. Pemeriksa

informasi keuangan ' Keuangan RJ.

pemerintah daerah

yang memiliki fungsi » Laporan

sebagai bahan keuangan 1Lap 1Llap

pertimbangan dalam pemerintah

pengambilan daerah yang

keputusan terkait ditetapkan

kebijakan keuangan oleh PERDA

pemerintah daerah. dan PERBUP

MISI V :Meningkatkan Penerimaan pendapatan Daerah Sebagai Sumber Pembiayaan
Penyelenggaraan Pemerintahan, pembangunan dan Kemasyarakatan

* Meningkatkan
kualitas pengelolaan
pendapatan daerah.

s Meningkatnya

penerimaan PAD
dengan indikator
target kenaikan PAD
5% hingga tahun
2021.

e Kondist
kemandirian
PAD
terhadap
APBD

5% 5%

3.3. PROGRAM DAN KEGIATAN'

Program dan Kegiatan adalah cara untuk melaksanakan tujuan dan

sasaran yang telah ditetapkan serta upaya yang dilakukan unfuk mengetahui

capaian keberhasilan sasaran dan tujuan. Sedangkan Program dimaksudkan

sebagai kumpulan kegiatan yang sistematis dan terpadu untuk mendapatkan

hasil yang dilaksanakan Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah guna

mencapai sasarantertentu. Dengan adanya program dan kegiatan diharapkan

pula dapat menyelesaikan permasalahan-pemmasalahan yang dihadapi.
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Program pada kegiatan Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah
|

Kabupaten Luwu Utara jang direncanakan untuk Periode Tahun 2018

beserta prognosisnya dapat dilihat pada Tabel 3.3 lampiran ini.
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) BAB IV
1 | PENUTUP

|
Rencana Kerja Ba}dan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah
Kabupaten Luwu Utara tahun 2019 ini merupakan rencana kerja tahunan
berdasarkan Rencana Strategis Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah
. Kabupaten LLuwu Utara tahuiw 2016 - 2021, dalam menunjang tercapainya Visi
dan Misi Kabupaten Luwu Ultara serta target dan sasaran pembangunan yang

dioperasionalkan melalui Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD)

Pemerintah Kabupaten Luwu Utara Tahun 2019.

Rencana Kerfa Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah
Kabupaten Luwu Utara seﬁagai bahan dalam penyusunan usulan rencana

kegiatan fasilitas pembangunan yang bersumber dari anggaran APED Tahun

-

Anggaran 2019 dan untuk mengevaluasi pelaksanaan Rencana Kerja tahun

.._.,
‘.-.

lalu.

—

i Dengan adanya Rencana Kerja Badan Pengelola Keuangan dan Aset

-

Daerah Kabupaten Luwu :Utara tahun 2018, maka Penatapan Prioiitas
) Pembangunan yang merupakan upaya penjabaran dari visi dan misi instansi
v diharapkan akan Ilebih tell:-rkoordinasi, terintegrasi dan sinergis serta
berkelanjutan, dengan sesama SKPD Lingkup Pemerintah Kabupaten Luwu
L Utara maupun dengan SKPD yang membidang fungéi lain.

' - - Akhimya dengan tiersusunnya Recana Kerja Badan Pengelola

Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Luwu Utara tahun 2019 semoga

, dapat bermanfaat bagi semua pihak, segala program dan kegiatan yang
* l
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dituangkan dalam Rencana:Kerfja ini, bertujuan untuk mendukung pencapaian
|
Visi dan Misi Kabupaten Luwu Utara.
Kemudian atas berbagai perhatian dan fasilitasi dalam rangka

penyusunan Rencana Kerja Tahun 2019, ini disampaikan banyak terima

kasih.
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REKAPITULASI EVALUAST HASIL PELAKSANAAN RENJA BPKAD DAN PENCAPAIAN RENSTRA BPKAD S/D TAHUN 2017
KABUPATEN LUWU UTARA

Target dan Reallsas] Kinerja Program dan
Keglatan BPKAD Tahun 2017

Perkiraan Reallzasl Capalan Target Program -

Reallsas] T . Keglatan Renstra BPKAD s/d Tahun 2017
arge
Urusan/Bidang Urusan l“d[:.ﬁ" ineda g_:;;gﬂ C.Q;II::DK']:;": T‘a?;;m°d‘ Program/
KODE Pemerintahan Daerah dan (Out:nn::g?lcl:ghhn 2052'1' u(mllr Pﬂo:u“ d:n K:I:“a:': Target Renja | Realisas! Renja | Tingkat Renja | Keglatan Renja Cotatan
Program / Kegiatan (Output) Renstra BPKAD) Keginton fd BPKAD Tabun | BPKAD Tohun | BPKAD Tahun | BPKAD Tahun Realisas! Capalan Target Capalan (%)
N Tahun 2016 2017 2017 20%7 (%) 2018
)
) t il ¥ ' [ .
il 1 LT
PROGRAM PENINGKATAN |Efisiensi dan Efektifitas
KAPASITAS SUMBER I Pemarintah. ’
4044040105  |p oy CAPARATUR Pelayanan Pemerintahan 33,85 523,08
= Bimbingan Teknls :
404404010503 | Implementasi Peraturan |YUinieh Aperatyeng 65 Orang 303 15 2 145,67 15 340 523,08
Perundang-undangan mengikuti Bimtek
PROGRAM PENINGKATAN .
PENGEMB. SISTEM Tertih Laperan Capalan
4044040106 |PELAPORAN CAPALAN Kinerja dan Keuangan 10,00 50,00
- -— |KINERJADAN KEUANGAN|sesuaiSAP . _ _ | = __ |« - )i e —— o e e o o
) Penyusunan Laporan Jumlah Dokumen Laporan
Capalan Kinerja dan Capaian Kinerja dan Ikhtisar
4.04.4.04.01.06.01 Ikhtisar Reafisasi Kineja  |Realisasl Kinerja SKPD yang 10 Dek. 2 2 2 100 2 5 60
SKFD disusun
Jumilzh Lagoran Keuangan
Penyusunan laporan
404404010802 |- Semesteran yang Dlsusun 10 lap 2 2 - 2 2 4 40
keusngan samasteron Tepat Waktu
PROGRAM PENINGKATAN
4044040115 |DAN PENGEMBANGAN 16,79 137,47
PENGELOLAAN
KENANGAN DAFDAH
_ Penyusunan Standar
4.044,0401.15.02 Satuan Hargs Buku standar satuan harga 18 Jenls 12 2 2 100 2 16 88,89
Jumiah Perbup Penyusunan Perbup
_ Penyusunan kebijakan Kebijakan Akuntansi Kebijakan .
4.044.04.01.15.03 akuntans! pemerintah Pemerintah Daerah yang 4 Akuntansi . 1 0 b 1 2 5o
dihasitkan Pernerintah
- Penyusunan Rancangan :
Jumlah Perda APBD yang Perda APBD
4.04,4.04,01,15.05 :;r;g.lran Daerah Tentang dihasifkan 5 Pokok 6 1 1 100 1 8 160
- Penyusunan Rancangan . 1
404404011507 | Peraturan KDH tentang [Jmiah Perbup Penjabaran 5 Pebup 6 1 100 1 8 160
Penjabaran APED Yang dhasfkan




4.04.4.04.01.15.08

Penyusunan Renperda

Jumiah Perda Perubzhan

— = —i= — —/ - T UDL L D DL SRR S et S B
Target dan Reallsagl Kinetja Pregrem dan Perkiraan Renlisas! Capalan Target Program
Renllaas] Keglatan BPKAD Tehun 2017 Taraet Heglatan Renstra BPKAD sfd Tahun 2017
Indlkator Kinerja Target Capalan Kinetja | Target Kinerja i
Urusan/Bldang Urusan Program RENSTRA BPKAD Tahun{ hasll Program Program/
KGDE Pemerintahan Daerah dan (Qutcome)/Kegiatan 2021 (Akhir Priode | dan Keluaran | 7oF0et Renja | Reallsas! Renja | Tingkst Ronja | Keglatan Renja Catatan
Program / Kegiatan (Output) Renstra BEKAD) Kegiatan ejd | BPKAD Tahun | BPKAD Tahun | BPKAD Tahun BPKAD Tahun Realisasi Capalan Target Capalan (96)
Tahun 2016 2017 2017 2017 (%) 2018

tentang Perubahan APBD |APBD yang-dihasiikan 5 Perda 1 100 1 8 160
&‘gﬁ:ﬂ%ﬁzﬁgﬁ“ Juriah Perbup Penjabaran

4.04.4.04.01.1500 |- Penjabaran Perubahan :;‘r::la;ann APBD yany 5 Perbup [ 1 1 100 1 8 160
AFBD i
Penyusunan rancangan ,

_ peraturan daerah tentang |Perda tentang

4,04.4.04,01.1510 nggungjawaban, pertanggungjawaban APBD 5 Perda 6 i 1 100 1 8 160
pelaksanaan APBD
Penyusunan Ranperbup  |Jumish peraturan KDH

404404011610 |- Pertanggungjawaban—[tentang- — - - — .- —|- 5. _ Perbup— |-- - —f-- e | 100 —— -1 .. e ——— e B. 160
APBD pertanggungjawaban APBD

1200601.174¢ |- Peningkatan Manzjemen [Jumizh aset / barang yang | o4, Dok. 23 a8 4 100 48 332

asset [ barang daergh

diinventarisasi

le, BAHARUDDIN NURDIN, M

KEPALA BADAN

Nip. 19660824 200303 1 003
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TABEL 2.3
REVIEW TERHADAP RANCANGAI AWAL RKPD TAHUN 2019
KABUPATEN LUWU UTARA
Rancangan Renja Hasil Analisa Kebutuhan
No ' i Catatan
Program/Keglatan Lokasi Indikator Kinerja Target Capalan Pa?;f:ﬁ:;ﬂm Program/Keglatan Lokasi Indlkator Kinerja Target Capaian Pagu Indikatif Penting

Program/Kegiatan

Kinerja

Bimbingan Teknis
Implementasi Peraturan
Perundang-undangan

BPKAD

Jumlah Aparat yang
mengikuti Bimtek

15 Crang

132.920.600

Bimblrgan Teknis
Implementasi Peraturan

BPKAD

Jumlah Aparat yang
menglkut! Bimtek

““ldan Keusngan

Perundang-undangan

A *| dan l?ébangan
Penyusunan Laporan __ _|3umlah Dokumen Capaian__ e . _ _ |- .|Penyusunan Laperan. _ _ _|.__ Jumlah Dokumen Capaian. _ . [ P
- |Capafan Kinerja dan Tkhtisar | BPKAD {Kinerja dan Ikitisar Realisasi 2 Dokumen 25.000.000 | - |Capaian Kinerja dan Iikhtisar [ BPKAD [Kinerja dan Ikhtisar Realisasi 2 Dokumen 25.000.000
Realisasi Kinerja SKPD Kinerja SKPD Realisasi Kinerja SKPD Kinerja SKPD
Jumlzh Laparan Keuangan Jumlah Laporan Keuangan
. |Penyusunan laporan . Penyusunan laporan
Keuangan semesteran BPKAD _E';_emateran yang Disusun 1 Paket 209.100.000 keuangan semesteran BPKAD |Semesteran yang Disusun 1 Paket 209.100.000

« "|Program Penlngk Mndan"
"'| Pengélotaan Kevan

gamblngln

i | Doaraty i 3 i
Jumlah Standar Satuan Harga
. [
_ |Penyusunan Standar Satuan BPKAD Jumlah Buku standar sabsan 48 SKPD 86.400.000 | - Penyusupan Standar Satuan BPKAD {yang disusun dalam 2 48 SKPD 86.400.000
Harga harga Harga Sem
Penyusunan kebijakan Tersusunnya perbup :i"d; Penyusunan kebljakan Jumlzh Ranperda APBD TA Perda
- |akuntansi pemerintah BPKAD |kebijakan akuntans! 8 ! 195.018.000 | - |akuntans] pemerintah BPKAD {2017 yang disusun tepat 1 APBD 195.018,000
daerah pemerintah daerah Poka daerah wakty Pokok
017 2017
Penyusunan Rancangan Penyusunah Rancangan Jumlah Perbup tentang
- [Peraturan Daerah Tentang | picap [man Perda APED yang 1 P;;';‘;" 278.000.000 | - |Peraturan Daerah Tertang | BPKAD [Penjabaran APBD TA 2017 1 P;Bt;‘;p 278.000.000
APBD s APBD yang disusun
Penyusunan Rancangan Jumlah Perbup tentang Penyusunan Rancangan Jumlah Perda tentang
- |Peraturan KDH tentang BPKAD (Penjabaran APBD yang 1 Perda €4.960.000 | - {Peraturan KDH tentang BPKAD |Perubahan APBD TA 2016 1 Perda 64.960.000
Penjabaran APED disusun Penjabaran APBD yang disusun
Jumiah Rancangan Perbup
Jumlah Perda tentang
.. |Penyusunan Ranperda _ |Penyusunan Ranperda tentang Perubahan
tentang Perubanan APED BPKAD Pe‘rubahan APBD yang 1 Perbup 336.500.000 tentang Perubahan APED BPKAD Penjabaran APBD TA 2016 1 Perbup 336.500.000
disusun
yang disusun
Jumiah Rancangan Perbup .
Penyusunan Rancangan Penyustnan Rancangan
- |Peraturan KDH tentang BPKaD [(2rtang Perubahan 1 Paket 130.025.000 | - [Percturan KDH tentang . | BRKAD [Joma" Psn’daj:‘w’g:g weo | ! Paket 130.025.000
Penjabaran Perubahan APBD :f:f:?:ra" BD yang Penjabaran Perubanan APBD ggung
Penyusunan Rancangan Penyusunan Rancangan Jumlah
. peraturan KDH
- |Peraturan Daerah ttg B Jumiah Perda tentang 5 258,250,000 | - |Peraturan Daesah ttg BPKAD ;
Pertanggungiawaban PKAD Pertanggung jawaban APBD Paket . 250, Pertanggungjawaban tAe:Btlasng pertanggungjawaban 1 Paket 258.250.000
Pelaksanaan APRD Belaksapaan, APAD
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Rancangan Renja Hasil Analisa Kebutuhan
No — . . Catatan
Program/Kegiatan Indikator Kinerfa Targeat Capalan Pagu Indilatif Progranif Kegiatan Lokas! Indikator Kinerja Targ:ltng'aa[;man Pagu Indikatif | Penting

Penyusunan Ranperbup
Pertanggungjawaban APBD

(Rp.000)

220,400,000 | -

Program/Keglatan

Jumlah Asset f Barang Millk
Daerah yang dilnventarisasi
pada SKPD

48 SKPD 220.400.000




Jumilah sistem Informasl

Program/Kegiatan

e T S e T T = i R —_— = e L=
Rancangan Retn_'in Hasil Analisa Kebutuhan

Ino ) _ Catatan
Program/Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja Target Capalan Pag:;:::'k)nhl Program/Kegiatan Lokasi Indlkator Kinerja Targ;i;(:izaian Pagu Indikatif Penting

_ |Penyusunan Sistem ; Sistem Penyusunan Sistem Pedoman bagi SKPD dalam Sistem
Informasi keuangan daerah BRKAD (d';iuzggta g’aSranL)& Taspen 3 Informasi 434.000.000 Informasi keuangan daerah BPKAD pengelelaan keuangan daerah 3 Informasl 434.000.000
Jumlah PNS Pengelola
Penyusunan Sistem Jumiah sistem Informasl Sistem Peryusunan Sistem . Penatausahaan Keu Bid. Sistem
« |Informasl pengelotaan BPKAD |pengelclaan keuangan daerah 1 Informasi 150,000,000 | = [Informas! pengalelaan BPKAD Parbendaharaan pada 1 Inf i 150,000,000
keuangan daerah (SP2D online) keuarigan daerah DPEKAD P fformas
) . Jumlah Asset / Barang Milik Jumlah Sistem Informasi K
. ﬁ;‘;’gg‘:ﬁ: g”;::ﬁ:?e“ BPKAD |Daerah yang dilnventarisasi @  sep 269.360.000 | - ::2;?;::: Mg:;jsg‘e" BPKAD |(Pendapatan, Keuangan, Gaji | 48 SKPD 289.360.000
pada SKPD 9 & Taspen dan Aset Daerah)
Akuntabilitas Kinerja Meningkastnya sumber dana
- |Keuangan dan Persidangan | Bpkap [JUMI3h keruglan Daerahyang| 100.650.000 | [pembiayaan dan belanfa | BPKAD 100,650,000
TP-TGR tertagin

pegawal
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RUMUSAN RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN
TAHUN 2019 DAN PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2020

KABUPATEN LUWU UTARA

SKPD : BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH (EPKAD)

- g

- - " o]t ]

Rencana Tahun 2019 Prakiraan Rencana Tahun 2020
Urusan/Bidang Urusan Pemerintah | Indikator Kinerja butuha CATATAN Kebutuhan
KODE Daerah dan Program / Kogiatan | Program / Keglatan | | oypq; | Target Capaian | ISMWEMA" | sumber | pening | Target Capaian Dana/Pagu
' Kinerja Indikatif | DM@ Kinerja Indikatif
PROGRAM PELAYANAN .
404 404 01 01 01| PenyediaanJasa SuratMenyurat ~ [JumehSuralyang | porn |ons  pucuk 12,000,000 | DAU 1700 Pucuk 12,600,000
terkirim )
- - — o= - |umBhdasa—— | — ———
404 404 01 01 02 g‘;‘;‘fﬂfzg :ﬁ:hfl‘:‘"”“’kas' Sumber gg;';”ﬂ:ﬁf;:‘&g‘ﬁ’ BPKAD | 1  Paket Wif 75,000,000 [ DAU 12 Buan 78,750,000
yang terbayar
Jumlah Aset daerah
404 404 01 01 05 gi';’r’:‘,;'“" 1asa Jaminan Barang Mitk [ dibavarian BPKAD | 3 Aset 27,000,000 | AU 2 Aset 28,350,000
Pajaknya (PBB)
Jumlah kendaiaan yang
Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan N
404 404 01 01 06 | e e ey eereoi gl |dbayarkan pajak / BPKAD | 1 Paket 10,000,000 | DAU 1 Paket 10,500,000
perizinannya
404 404 01 01 08| Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor tgﬁ;}h‘:‘:‘“éa:w BPKAD | 4 org 36,000,000 [ DAU 3 org 37,800,000
Jumlah Komponen
404 404 01 01 12 E‘:’;‘::f;f;mgg’:';’; ;ﬁ::azmor Instalasl Penerangan | BPKAD | 12 Jenis 30,000,000 | DAU 15 Jenis 31,500,000
Kantor
404 404 01 01 13 ;ﬂe"gﬁ;'ak::agek’:f;" dan ;‘;ﬂ‘;’;ﬁ:ﬁg‘n‘:‘j‘f BPKAD | 15 Jenis 14,768,000 | DAU 15 Jerils 15,506,400
404 404 01 01 15| Penvediaan Bahan Bacean 8 Perdturan )y ok b pocan | BpkAD | 5 By 10,000,000 | DAU 5 Jenis Bahan 10,500,000
Perundang-undangan Bacaan Hid Bacaan L
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Rencana Tahun 2019 Prakiraan Rencana Tahun 2020
Urusan/Bidang Urusan Pemerintah | Indikator Kinerja Kebutuhan CATATAN
KODE Daerah dan Program / Kegiatan | Program / Kegiatan Lokasi | 12rget Capalan = I:a:u Sumber | peNTING | Target Capaian ;ebu;::an
Kinerja il Dana ‘ Kinerja ana;Faqu
Indikatif Indikatif
Jumiah staf yang
Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasl |menglkut! Rakor dan
404 404 01 01 18 ke Luar Daerah Konsultas! ke juar BPKAD | 60 Crang 347.294.800 DAU 60 Orang 364,659,540
daerah
Penatausahaan Keuangan, Administras] JPgr:!ZZministraslan
404 404 01 01 19| Kepegawalan, Ketatausahaan dan u g Juml BPKAD | 13 org/Dok 606.791,700] DAU 13 org/Dok 637.131.285
Asset sn.'mm, umlah Tenaga :
Jumfah Peng'ad'éan .

404 404 01 02 09| Pengadaan Peralatan Gedung Kantor |"erélatan dan BPKAD | 3 Jenmis 148.062.500 | DAV 3 Jenls 155.465.625
Perlengkapan Kantor R e
yang dladakan
Jumlah Pengadaan

404 404 01 02 10| Pengadaan Meubelair Meubelalr Kantor yang | BPKAD i Paket 48.300.000 DAU 1 Paket 50.715.000]
dladakan

Pemellharaan Rutin/Berkala Gedung  |Jumlah alat - alat )

404 404 01 02 22 Kantor pemellharaan gedung BPKAD | 1 Gedung 15.000.000 DAU 1 Gedung 15.750.000i
Jumlah bahan dan I

404 40401 02 24 gfg:}'fgazg;::;:“/ Berkala Kendaraan (1o oratan kendarean | 89KAD | 2 unit 26.000,000| DAV 2 Unit 27.300.000

P yang dipelihara
Jumlah Peralatan . -
404 404 01 02 28| Lomelharaan Rutin/Berkala Peralatan (o oo wantoryang | BPKAD | 15 Jens 21.100.000 | DAU 15 Jenis 22,155,000
Gedung Kantor y
dipelihara
Rehabilitasi Sedang / Berat Gedung Jurnfah Gedung Kantor
404 404 01 02 28 Kantor yang Direhab BPKAD 1 Ruangan 21,100.000 DAU 1 Ruangan 22.155.000
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Urusan/Bldang Urusan Pemerintah | Indikator Kinerja Kebutuhan CATATAN Kebutuhan

KODE Daerah dan Program / Keglatan | Program / Kegiatan | | ;. | Tatget Capalan| /Pagu Sumber | pENTING | Target Capalan Dana/Pagu
Kinerja Indlkatif Dana Kinerja Indikatif

. |PROGRAM PENINGKATAN:, -

4 04404 01 05 * |KAPASITAS SUMI;ER DAYA™ . - |Efekiifitas Pelaporan ’
APARATUR - - - © - )|Pemerintaban " )
Jumlah Aparat yang
Blmbingan Teknls Implementasi mengikuti BIMTEK
404 404 01 05 03 Peraturan Perundang- undangan Implementas| Peraturan BPKAD | 15 Orang 133.920.000 DAU 15 Orang 140.616.000

Perundang - undangan

PROGRAM PENINGKATAN
404 404 01 06 |PENGEMB, SISTEM PELAPORAN °
" [CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN ‘

Penyusunan Laperan Capalan Kinerja  |Jumilah Dokumen LAKIP

404 404 01 06 D1 dan Ikhtisar Reallsas] Kinerja SKPD dan LPPD BPKAD { 2  Dokumen 25.000.000 DAU : 2 Dokumen 26.250.000
Jumiah Laporan
Penyusunan Pelaporan Keuangan Keuangan Semesteran
404 404 01 06 02 Semasteran yang disusun tepat BPKAD | 2  Dokumen 209.100.000 DAU 2 Dokumen 219,555.000]
waktu
4 04 4 04 01 0977:- ﬁROGRAM.PELAY'AI\iKNE@bIﬂﬁ;QNE‘ e s , :
Jumlah Kunjungan .
KerJa Bersama ’
Kunjungan Kerja Bersama Bupati/Waki! Bupati/Wakil Kab.Luwu
404 404 01 09 01| Bupatl/DPRD/Musplda/Pejabat Bupatl/DPRD/Muspida/P Uéara 12 Kec 40.000.000 DAU 12 Kec 42.000.000
Pemerintah Tk.Atas/Unit Kerja Terkait ejabat Pemerintah
Tk.Atas/Unlt Kerja
ey anl("". P ™ N ‘»

: PROGRAM PENINGI(AT
4 04 4 04 0115 . *|PENGEMBANGAN PENGELOLAA
- '| KEuANGAN DAERAH

4 R g R L e

g ya
' Pengembangang =
B ‘.,3 -

Lo, W S L ) IR R TN

Jumiah Buku standar

satuan harga BPKAD | 2 Buku 86.400.000 DAU 4 Buku 90.720.000

404 404 01 1502 | Penyusunan Standar Satuan Harga

el
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Rencana Tahun 2019 Prakiraan Rencana Tahun 2020
Urusan/Bidang Urusan Pemerintah | Indikator Kinerja Kebutuhan CATATAN butuhan
KODE Daerah dan Program / Kegiatan | Program / ieglatan Target Capalan a Sumber | pENTING | Target Capalan Kebutuiha
Lokasi Kinerja DanafPagu Dana Kineri Dana/Pagu
Indikatif ja Indikatif
Tersusunnya perbup
404 404 01 1503| renyusunan kebfakan akuntansk kebfjakan akuntansl | BPKAD | 1 Paket 195.018.000 | DpAU 1 Paket 204.768.900]
pemerintah daerah
pemerintah daerah :
Jumlah Perda APED
Penyusunan Rancangan Peraturan
404 404 01 1506 Daerah Tentang APBD r:ar;(g:u disusun tepat BPKAlD 1 Ferda 278,000,000 DAU 1 Perda 291.900.000
Jumlah Perbup tentang
404 404 01 1507 | enYusunanRancangan Peraturan KDH [oonchoron apeD yang | BPKAD | 1 Perbup 64.960.000  DAU 1 Perbup 68.208.000
tentang Penjabaran APBD
disusun
— - Jurnlah-Perda tentang— T-— -
404 404 01 1508 | henyusunan Ranperda tentang Perubahan APBDyang | BPKAD | 1 Perda 336.500.000 | DAU 1 Perda 353.325.000
Perubahan APBD
disusun
Jumlah Rancangan
Penyusunan Rancangan Peraturan KDH [Perbup tentang ,
404 404 01 1509 tentang Penfabaran Perubahan APBD  |Perubahan Penjabaran BPKAD 1 Perbup 130.025.000 DAU 1 Perbup 136.526,250]
' APBD yang disusun '
Penyusunan Rancangan Peraturan Jumlah Perda tentang
404 404 01 1510 Daerah ttg Pertanggungjawaban Pertanggung jawaban | BPKAD | 1 Paket 258,250,000 [ DAU 1 Paket 271.162.500
Pelaksanaan APBD APBD :
Jumlah peraturan KDH
Penyusunan Ranperbup tentang
404 404 01 15 11. Pertanggungfawaban APBD pertanggungjawaban BPKAD { 1 Paket 220.400.000 DAU 1 Paket 231.420,000
APBD )
Jumiah sfstem
Penyusunan Sistem Informasl Informas! (Keuangan, Sistem Slstemn
404 404 01 1512 keuangan daerah Gai & Taspen dan Aset BPKAD | 3 Infarmast 434.000,000 DAU. 3 Informas! 455.700.000|
Daerah)
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Rencana Tahun 2019 Prakiraan Rencana Tahun 2020

Urusan/Bidang Urusan Pemerintah | Indikator Kinerja Kebutuhan CATATAN Kebutuhan

KODE Daerah dan Program / Kegiatan | Program / Kegiatan Lokasi | 12rget Capaian Dana/Pagu Sumber | peNTING | Target Capaian Dana/Pagu
Kinerja Indikatif Dana Kinerja

Indikatif

Jumlah sistern

Penyusunan Sistem Informasl Sistem Slstem
404 404 01 1513 Informasl pengelolaan | BPKAD 150.000.000 DAU 157.500.000
pengelolaan ¥euangan daerah keuangan daerah Informasil Informast
Jumlah Asset / Barang
Peningkatan Manajemen Asset/Barang |Milik Daerah yang
404 404 01 1516 Daerah dilnventarisasi pada BPKAD | 48 SKPD 289.360.000 DAuU 43 . SKPD 303.828.000
SKPD
Akuntabifitas Kinerja Keuvangan dan
404 404 01 1520 Persidangan TP-TGR BPKAD SKPD 100.650.000 DAU 48 SKPD 105.682.500

Masamba, 2018
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